
PERATUITAIT BUPATI I{ATINGA.IY
NOI{OR 7 TAITUN 2OO8

TENTAI{G

PEMBENTUI{AN UNIT LAYAI{AN PENGADAAN BI\RANG/ JASA

PEMERTNTAI{ DAERAII I{ABUPATEN I(AI'INGA}I

DENGAN RAHIVIAT TUHAN YAI{G IVIAIIA ESA

Menimbang :

BUPATI I{ATINGAI{

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata keloia pemerintahan
yang baik, makr." pengadaan ber:ang/ jasa wajib ,menerapkan prinsif
.n"i2.,., efektif terbuia Jan bersaing, tirorip*an, adllf tidak diskriminaiif
serta akuntabel;

bahwa untuk melaksanakar] pengadaan barang/ jasa yang memenuhi

prinsip tersebut butir " ".p"rti 
tet*t diatur dala:rr Keputusan Presiden

ittorooi B0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

F,asang/ Jasa Pemerintah sebagaima:ra telah beberapa kali t"Prl,
terakh-hir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20OZ memerlukan
aparatur p"*J.irrtuh yang menguasai dengan baik peraftrran tersebut;

bahwa aparatrrr pemerintah sebagairnana dimaksud pada butir a sangat

te rb atas j um1 ahnya dilin gkun gan Pemerintah Kab up aten Katin gan.

bahwa untuk mendayagunakan aparatur pemerintah yang terbatas
tersebut perlu disatukan- dengan membentuk unit Layanan Pengadaan

Bara,.g/ i."r. Pemerintah Daerah yang melaya,i semua Satuan Kerja
peranfkat D aera,5 dilingkun gan Pemerintah Kabupaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmala dimaksud pada huruf a,

bn c, dan d perlu ditetapkan clengan Peraturan Bupati Katingan.

undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang BersIh dan Bebas dari Korupsi, I(olusi, dan Nepotisme

lrctUaran N"g*u. Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,

iambahal Lembaran Negara Nomor 3581 );

undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oQ2 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingir, Kabupatgn Seruyan, Kabupaten Sukarnara, KabuPaten
Lamaidau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulagg Pisau,

Kabupaten Munrng Raya dan Kabupaten Barito, Tirnur di Provinsi
Kalirnantan Tengah-( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nornor 18, Tambahan krnbaran Negara Nornor 3952 );

undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 teltang. Keuangan Negara
(Lerrrbaran Negara-Republik Ind.onesia Teileun 2OO3 No'mor 47, Ternbal:an
i-e.nbrrtt. Negara Republik Indonesia Nornor a286 \;

Mengingat

4. Undalg - Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tethun 2004 Nomor 05, Tambaimn

Lembaran Negara Nomor a355 );

b.

c.

d.

e.

1.

o

J.



5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OQ4 tentang Pembentukan
peraturan Pe*ridang-Undangan ( Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ao4 niomo."sg , rainuairan Lembarz*r Negara Nomor 4389 );

6.UndangUrrdarrgNomor15Tahun2oo4tentangPemeriksaan
pengelolaan dan Tai.ggung Jawab Keuangan Negara ( kmbaran {"eat,
Repubtik Indonesia flfrun ZO04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor aa00 );

7. Undang - undang Nomor 25 Tatrun 2OO4 tentang sistem Perencanaan
pembangur,.un Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Oo4Nomorl04,TambahanLembararrNegaraNomor442l);

8.Unclang_underngNomor32Tahun2oo4tentangPemerintahanDaerah
{Lembaran N;;;" Republik Indonesia Tahun 2OO4 Norror 725,

iambahan Lembaran Negara Nomor a437 );

sebagaimarta telah diub-ah dengan Undang.- u.ndang Nom.or-8 Tahun

2OOS tenta.g Penetapan Peraiuran Pemerintah Pengganti Undang *

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang * undang

Nomor 32 Tahun 2OQ4 tentang Pemerintalial Daerah menjadi Undang -
undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1O8,

Tambahan Lernbaran Negara Nomor 45aB );

g.UndangUndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
Keuangrn Antara Plmerintah Pusat da:r Pemerintah Daerah ( I-em-bqran

N"g*," Repubtik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa38 );

l0.peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan--Peran

M asyarakat Jasa Kontruksi (l,embaran Negara Republik Indonesia'Iahun
2ooo Nomor 63, Tambahan Lembaran l'Iegara Nomor 3955 );

l l.peraturan Pernerintah Ri Nomor 30 Tahun 2000 tentalg
penyelenggaraa-n Pembinaan Jasa Kontruksi ( Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tarnbaha]1 lembaran Negara Nomor

3956 );

l2.peraturan pemerintah Nomor 79 Tahtrn 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Pettyelenggaraan Pemerintah Daerah ( kmbaran {egara
nepiUtit Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593 );

l3.peraturan Pem,:rintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talr'un 2OO5

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );

14.peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tenta:rg Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kottt, ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tattbahan L,embaran Negara Nomor
a737 );

l5.Keputusan Presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

l6.Peraturan Presiclen Republik Indonesia Nomor B Tahun 2006 tentalg
pen bahan Keempat aias Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Ped.oman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

lT.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2OO7 tentang
perubahan Terakhir aias Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OO3

tentang Pedoman Pelaksanaal Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

18.Surat Edaran Bappenas Nornor : OO21 / M.PPN / Ol / 2OOB tanggal 31

Januari 200E tantang Pemberla}uan Sertilikat Keahlian Pengadaan
B ar ang / J as a Pernerintahan.



MenetaPkan 
"

MEMUTUSI{AN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

ililNAN PENGADAAN BARANG/
KABUPATEN Kn'*TINGAN.

TBNTANG PEMBENTUKAN UNIT-Jasi 
PEMERINTAH DAERATI

BAB I

I(ETENTUAN IIIITTIM

Pasal 1

Dalarn Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

i. Daerahotonom, seianjutnya disebut Daerah ad'alah kesatuan rnasyarakat hukum yang

mempuny"i ;4" 
-- 

Uatas ,*fryJ yrrg b."Tenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahr. 
^;; 

kepentingrrr-;^"ftuk^!- setempat T'l"-t't prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarak"iarf ""' !i'tt- Kesatu an Republik Indonesia;

2. Pemerintatr Daerah adalah Bupatr beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah;

3. BuPati adalah BuPati Katingan;

4.SekretarisdaerahadalahSekretarisDaeratrKabupatenKatingan;

5. Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah, -:tlg'Jt't"ya 
disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapata-rr aan'B e f anj a D aerah Kabupate n I{atin gan ;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka't SKPD ltul"h perangkat daerah

pad.a pemerintah ifrUrp.a"n Kating;n seli<u elngguna Anggaran/ Pengguna Barang;

T . Unit Layanan Pengad.aan Barang/ Jasa Daerah..(.Procurement unit ) adalah satu unit yang

rerdiri dari pegawai - pegaw* yL;;;il T._T+ki ""i.inr."t 
keahrian pengadaan basao,gl

jasa pemerint#, yang dibentut< ote"n g;p.ti Katingan yang bertugu'" *Jt"'' khusus u'tuk

melaksanakan pemiliha, p.rrv"a;^ barang/ ju'"a" ai iingaungan Pemerintah Kabupaten

Katingan;

g. pemirihan penyedia barangrjasa adarah kegiatan untur( menetapkan penyedia barangl
- j-**i*g "k"r, 

aifuniut< ""{'-tit 
mela-ksanakan pekerjaan;

g.Barangadalahbendadalamberbagaibentukdanuraian'yalgmeliputibahanbaku'
barang setengah jadi, urrrrrg-1,.a?7 peralatan, ,rr.* speiifrkasinya ditetapkan oleh

Pengguna Anggaran;

l0.JasaPemboronganadalahlayananpekefaanpelaksanatankonstruksiatauwujudfisik
lainnya yang f"-r".,"u.ro*. t.t nis-Ju-i "p".rirrr."*i"v" 

dite[apkan Pengguna Anggaran dan

proses serta pelaksanaannya dia-ruasi ot"h r"rrgguna Atrggaran atau Pejabat lain yang

ditunjuk oleh Pengguna Anggaran;

ll.JasaKonsultansiadalahlayarranjasakea}rlianprofesiona]ddTberbagaibidangyadrg
meliputi jasa perencanaan konstntksi, j?s1-p^engawasan konstrul<si' dan jasa pelayanan

profesi r*rrrr,i, iJ* ."ttgka mencapai ""saran 
tertentu yang kelua-rannya berbentuk

piranti lunak yang disu".ln ""1*a sistematis berdasarkafl- kerangka acuan kerja yang

hi.tetapkan oleh Pengguna Anggarart;

l2.Jasalainnyaadalahsegalapekerjaandan/ataupenyediirarrjasaselainjasakonsultasi,
jasa pembotot,g, dan pemasok bararng;

I3.sertifi.kasi keah.lial pengadaan barang/ iasa.pemerintah. adala-h tanda,bykti p::c^I**

atas ko::apetensi dan kemam,rr--ptt?""i ai Uia"'gpengadaT P**gI jasa pemerintah

yang diperolefr metatui serlifikasi ti"r.frUuo p"tgtAi'',, bata'.gl jasa nasional da, untuk

rreeneenuhi persyaratan seseorang rnenjadi anggota unit Layanan Pengadaat ( Proatremerrt

Untt J;



l4'DokumenPenEadaanada]ahdokumenyarrgdisiapkarnolehU^nitLayananPengadaan
{procurement unit) sebagai .pedoman 

dalam pii*t't pembliata$ dan penyartPalan

p"rr.*** or.ri-.io., peiyeaia Lur*ttg/ j^*^ ""'il"p"aJ"'"" 
eva'luasi penawara, Unit

, . . ###ffi "fiHil"'T"JJl'YlI |;s dt' 
lY*ka-,, 

h an k u mu m / l emb aga keu an gan

lainnya yang dibenkan oren p.rr'v'eiiu'u*-"tre/ ];; kepada Pengguna Anggaran untuk

menj amin terpenuhinya p e rsy*;;7 lewaj ib Jn penye d"i a b ar ang I j asa;

l6.Kemitraan adalah kedasama. usaha altara penyed"ia baraJlgl J'asa dalam negeri maupun

dengan luar negeri yang masirrg -- [o"ing pihak-mempunyai-hak' kewajiban dan tanggung

jawab yang j.i;;: d"raL=orr.ro i."""pd"Itan be'=;; y;g dituangkan dalam perjanjian

tertulis;

17.Pakta intregitas ada-lah persyaratan yang

Layanan Pengadaan (Procerement Unit)/

untuk mencegah da:r tidak m.r:lalrukan

pelaksanaan pengadaan barangI )asa'

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ 
-Unit

Penyedia B'atangl Jasa-yang berisikan ikrar

f.otr=i,korupsi,-'dannepotisme(KKN)dalarn

l8.Pekerjaa:r Komplek adalaJr pel<erjaan yang memerlukan telmologi

mempunyr-l," "^ito 

- 

ti"gs' d3l1 ^;";;;t";gu;uk3n 
peralatan didesain

bernilai ai ^t^" 
npl. io,"o?o.ooo.ooo.oo (lima puluh miliar rupiah);

l9-Surat kabar nasional adalah surirt kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran

sec€.ra rrasional, ya,g tercantum dalarn itltut ""Ii kabar nasional ya,.g ditetapka,

Menteri Komunikasi dan Informatika;

20.surat kabar Provinsi ada-lah surat kabar yang b9rgplah besar. d1n memiliki peredaran

di daerah provinsi, yang terc";;; d;l-J a.r6r surat kabar yang ditetapkan

Gubernur Ka-limantan Tengah ;

2l.Websitepengadaannasiona.ladalahpengadaanwebsiteyangdikoordinasikanolehMenteri
perencanaan pembangunan N""i"^rrz ft.eprt" Bappenas utt15 r-nengumumkan rencana

pengadaan i*r.gl jala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan'

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan unit Layanan .Pengadaan 
Barctgl Jasa Pemerintah Daerah

(procurem."t u"iiiii"nupaten Katingan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatka, efrsiensi anggaran dalam pembinaan dan penyiapan aparatur pemerintah

pelaksana p.ttg.d"" Aatacrr]Ijasa di Kabupaten Katingan;

b. Meningkatkan Kepastian bagr penyedia bT**i jasa dalam rnemperoleh informasi yang

dibutuhkan untuk urengikuti p;;;'" ;."gud"ur, furang/ jasa di Kabupaten Katingan';

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keseluruha, prose$ pengadaa' bararig/ jasa

di KabuPaten Katingan

BAB III

KEDIIDUI{AN

Pasal 3

(1) unit Pelayanan Pengadaan Baj;alrg/ Jasa Pemerirrta-h Daerah adalah unit yang

membantu Bupati dalam melaksa;atan Pemilihar:r Penyedia Barang/ Jasa yang

diperluka,, olei, selu,.h S;t"; I(erja Perangkat Daerah (SKPD) di Iingkungart

Pernerintah KabuPaten Katingan ;

i2) unit perayanan pengadaan Buang/ Jasa pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang

Koordinat or yang berada dibawaf, da' b";;gg"ng jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daera]- '

tinggr da:rtl atau
khusus dan/ atau

luas
oleh

luas
oleh



(1)

BAB TV

TUGAS, WEWENAI{G DAN TAITGGI]NG JAWAB

Pasal 4

T\rgas,wewenangdarrtanggung.jawabUnitLayananPengadaarrBarang/Jasa
Peirerintah Daerah ada-lah sebagai berikut:

(21

Menyusun jadwai d.an mer-retapkal cara pelaksanlan--serta lokasi pengadaan;

tl.r1-"rrr, 
-dan 

merlyiapkeLn harga perldraan sendii (HPS);

Menyiapkal clokumen Pengadaan;
Mengurnumkan pengada;.n barang/ jasa di surat kabar nasiona.l danl atau

provinsidarr/ataupapanpengu[}umanresmiuntrrkpenerarrganumurrr,darr
ii"puyuf.on dir.r*.r*t an cli Website Pengadaan Nasional;

Menilai kualifikasip."v.oi" melalui puu.ut ouiifikasi,atau prakualifikasi;

Melakukan evaluasi teihaclap penawaran yang masuk;

Mengusulkan calon Pemenang;
Membuatlaporanmeng(}nalprosesd,anhasilpengadaankepadaPengguna
errggrtm dan/ atau pejabat yang m.engangkatnya';

Menarrdatangani pakta int-egritas 
"eir"1i,m-pelaksi;inaan 

pengadaa, ba'rangljasa'

wewenang Unit Layanan Pengad.aan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah dalam

melakukan pemilihan penyedia o*urel-:""" abiLri pada plo:e: P:t3rrg* urnum dan

seieksi umum dengan nilai pekeiu.uii'r"uil, besar dari Rp' 50' 000'o0o'- ( Lima Puluh

Juta RuPiah ).

(1)

BAB V

SI}SUNAN ORGA}IISASI

Susunan Organisasi dan
Daerah terdiri dari :

Pasal 5

Tata }ierja Unit Layanan Pengadaan Ba;:atg/ Jasa Pemerintah

a. Koordinator;
b. Panitia / KelomPok Kerja I;
c. Panitia / KelomPok Kerja II;
d. Panitia / KelomPok Ke{a III;
e. Panitia / KelomPok l(erja IV;

f. Panitia / KelomPok Kerja V;

g. Panitia / KelomPok Kerja VI'

Panitia / Kelompok Kerja sebagaimana tersebut cliatas berfungsi sebagai panitia

pengadaan dan ilil;;i 
- 
mela-lirkan proses pemilihan Penyedia Barang / Jasa

pemerintah sesuai per-aturan p.."iJ."'Repubtl Indonesia Nomor B0 Tahun 2oo3

beserta beberapa ka-li perr-rbrt1-,rrry. y.iitt No*or 8 Tahun 2006 dari perubahan terakhir

Nomor 95 Tahun 2OO7;

setiap Panitia / Kelompok Kerja tersebut terd'iri dari Ketua' Sekretaris' dan Anggota

yarg bersifat indePencient;

setiap Panitia / Ketompok Kerja.dalam melaksanakal tugas dan fungsinya dibantu

r""*" administratif oleh Anggota tidak tetap'

Anggotatidaktetapsebagaima:)'a-yaIrgdimaksud-padapasal5ayat(4)diatasadalah
anggota yang bera"at rtat; 

-Satuan I(erja Perangkat Daerah'

Jumlah Anggota tida,k tetap sellagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (4) diatas

d.itetapkan Ueraasaitan j.r*f"1., k.g;;; p"t Su-Ittt''" Kerla Peranghat Daerah'

(21

(3)

(4)

(s)

(6)



(1)

12)

(1)

{2)

Pasal 6

setiap Panitia / Kelompok Kerja daiam meiaksanakan tugas dan fungsinya di Koordinir

oleh Koordinator ;

Jumlahpaketyangakano,i:ll,golehPanitia/KelompokKerja,{iaturlebihlanjut
denga, Intruksi icoZrclinator ur:rit Lrvrr", Pengadaan Barang / Jasa Daerah Kabupaten

I(atingan;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan .Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Daerah dibarltu oleh Sel<rEtariat y;; a'pitpi' oleh ftepa-la Sekretariat dan ditetapkan

oleh Koordia-nator Unit Layanan n[,tg^A"uo Barang/iasa Pemerintah Daeral: da-ri

f.j"*"i Sipil yang clipandang cakap dan mampu;

Bagan struktur organisasr unit.Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah

sebagaimanr ,.r"#.t m dalam iampiran Peraturan Bupati ini yang rnerupakan satu

kesatuari yurrg tia^ft l"tpitahk-' dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI

PENGANGKATAN PERSONIL

Pasal 8

Koord.inator,masing - masing Ketua panitia/ Kelompok Kery'a, sekretaris dan Anggota

Unit Layanan Pengadaan e3t"r-.S/ .[". p"*"rint'ah Oaeiatr diangkat oleh Bupati

i{atingan aa-,-, eega#ai Negeri Sipl yant m"menuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki integritas moral, di-sriplin clan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b. Memahami keseluruhan pekeijaan yarlg akan diadal<an;

c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas unit Layanan Pengadaal

yang bersa:rgkutan; r_-r.- r^,^ ^-^-aA,," -.noArl
cl. Memahami isi dokumen pengadaan/metocle_d.an prosedur pengadaan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor S0 
-i^ir"" 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

pengariaan B,arangf Jasa- l'.-"iit tah sebagaima.a telah beberapa kali diubah

tcra-lihir d"rl.g-, Pe?aturan Presiden Nornor 95 Tahun 2007;

e. ,l-iclak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yaJlg. rnengalgkat dan

menetapkitnnJ/a sebagai ,rnggota Lrrrit L:ryetnu, F.rrg;.laafl Barangl Jasa Daerah;

f. Meir.ilihi sertifikat keahiia-' pengadaari' batang/-jasa pemerintah atau memilipi

sertitikat pelatihan Pengadaau Barang/ Jasa Pemerurtah;

Arlgtsota ticiak tetap .iiusulkan ,ileh meisillg - Irasing Kepa-la s1-tu3ri Kerja l:y*:l
Daerah dan diteiapkan oleh Koordinator dari Pegawiri Negeri Sipil yang mempunya-l

Sertilikat Keahliall, cian ser-tifrksrt Pelatihan, ata! rnemiliki kemampuan teknis' dengan

kcputus:u-r Kuordiriotor Urilt Laycuran'Perrgaclaan Beu'alg / Jasa Pcrnerintah Kabupaten

Iktingan.

(1)

(21

BAB ItrII

E,DVOKASI ITUKUM

(1)

Pasal 9

Koordinator,masing - masing Ketua Panitial Kelompok I"'j^- sekretaris dan Anggota

Unit Laya,an Pengadaan errung/ .lasa Pemerintah Daeiah berhak mendapatkan

advokasi/ hukum ia-r'i Pemerintali x"ir..pu'ten Katingan dan atau Pihal< Lain yang

ditunjul<;

pemiiihan penyedia Jasa Advokasi Hukum sebagaimema dimaksud ayat (1) di atas

dilatro:kan d.engan metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden

Nornor 80 Tahun 2OO3 tentang Ped'oman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

ra*r,,mrr, sebagaman, tutnt, b,:6erapa kali diubah terakhir dengan Peraturan kesiden

Nomor 95 Tahun 2OO7 '

(2)



BAB \rIU

I(E/TENTUAN LAIN - LAINI

(1)

(21

Pasal 1O

Uraian tugas secara terperinci erl<an ditetapkan

Bilamanadikemudianhariternyataterdapat
ai"arf.", perbaikan sebagaimana mestinya'

kemudian dengan Keputusan Bupati;

kekeliruan daiam penetapan ini' akan

BAB D(

KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanqSal diundangkan' 
Peraturan Bupat

Agar setiap o.*rg-me.rge.tatl*r{;",""frt4tfttn p""*g}ndangan Peraturan Bupati iru

dengan penempatil"V" f^fam Berita Daeratr Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tang gal. 26.. Pebruari' -2OOt

Diundangkan di Kasongan
pada tanEeat. .?.-Q. . -Petr'u'ari'' ll'lO8'

Plt- KABIIPA,TEN KATINGAN

SALOH, BE, SE
Utama Muda

. sgo oo3 151

BERITA DAERAH KABUPATBN KATINGAN

TAHUN 2OOA NOMOR

*T- SETDA

NAGA ENT
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